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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan
Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 merupakan
Garis-Garis Besar Haluan Daerah untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

2005-2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
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Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3
Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2008 Nomor S5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor S
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
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Kelurahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Susunan  Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010
Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wakatobi.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi.
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Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten
Wakatobi

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Wakatobi.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam
rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten
Wakatobi, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Wakatobi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yakni, tahun
2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD Kabupaten Wakatobi adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman
pada RPJPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 dan
memperhatikan rencana Pembangunan jangka menengah nasional dan
rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
standar.



BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJPD Kabupaten Wakatobi disusun secara partisipatif, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wakatobi
yang memuat visi, misi dan Program Bupati.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) RPJPD Kabupaten Wakatobi memuat visi, misi, dan arah pembangunan
daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025.

(2) Arah kebijakan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan daerah
periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten
Wakatobi;

(3) Rincian dari arah kebijakan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SISTIMATIKA RPJPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Sistimatika RPJPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;

BAB IV VISI DAN MISI;

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH;

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN;
BAB VII PENUTUP.



BAB V
ISI URAIAN RPJPD KABUPATEN WAKATOBI

Pasal 5

Uraian rinci RPJPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, secara lengkap tercantum pada Lampiran
Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJPD Kabupaten Wakatobi;

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten
Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18-9-2013

BUPATI WAKATOBI,
TTD/Cap
HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18-9-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/Cap

SUDJITON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 28
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